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I.1. Latar Belakang

Daerah lstimewa Yogyakarta adalsh saloh satn dari 34 di wilayah

Indonesia yang teplétak di bagisn selatan puliiu jawa dan berbatasan dengan

Provinsi Jawa Tengal R dori 4 Kabupaten
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; ntuk menipe nleh sumber-s _”.__.

Pemerintah daerah yang membidan;
memanfaatkan secars miksimal potensi ekonomi doerah yang ada sebagai
pendapatan daerah. Sumber pendapatan pemerintah daerah adalah pajak daerah
dan retribusi daerah, pajak dan retribusi daerah ditetapkan oleh masing-masing
daerah sesuai dengan kemampuan daerah. Pendapatan daerah digunakan untuk
membiayai berbagai jenis pembangunan nasional dan pemerintah daerah,

euangan daerah harus dapat



pemerintah daerah harus mampu menampilkan dan mengelolah sumber-sumber

pendapatan daerah sehingga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk

meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah (Prananda,2020).
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan

retribusi daerah pajak merupakan furan’

berdasarkan ketentuan deersh yaitu pembiayasn kegistan keuangan daersh di
bidangnya masing-masing. Pendapatan utama daerah meliputi pajak doerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisshkan, dan pendapatan utama
daerah lain yang ssh (BPS, 2020),



Pendapatan asli daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan,
karena dama ini adalah milik pemenntah doerah sendin, sehingos daersh
mempunyai wewenang penub untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak,

pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap

pengelolaan kevangan yang berasal darfpendapat:

daershnya. Sumber keuangan yang berasal dan bantuan pemerintah pusat,
umumnya sudah ditentukan untuk pembiayaan tertentu yang sifatnys meningkat.
Pemerintah doerah berusaha bagaimana menggali pendapatan asli daerah
semaksimal mungkin untuk bisa memperoleh pendapatan yang sebesar-hesamya

demi perkembangan dan pembangunan pada suatau daerah (Matande, 2020),



Selain Pendapatan asli daerh sebagai tulang punggung perkembangan
dan pembangunan suatu daerah. Dana alokasi umum dan dana bagi hasil juga

tidak kalah pentingnya. Dana alokasi umum dan dana bagi hasil merupakan
komponen belanja pada APBD diskui sebagai salah satu komponen pendapatan

definisi pojak atas pelayanan ;
28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak hotel adalah
menyediakan fasilitas’ atw penyedin jasa pengimapan/peristirshatan orang
supaya nyaman termasuk jasa lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup
beberapa yaitu model, losmen, gubuk pariwisats, wisma pariwisata,

pesanggaran, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumiah



lebih dari 100 {sepuluh) (Maspupah, 2022}, Pajak Hotel juga menjadi sumber
pendapatan asli daerah bagi Provinsi DU Yogyakarta vang dopat dilibat dari
gambar dibawah ini.

Pajak Hotel Provinsi D.1 Yogyakarta di Lima Kabupaten/kota
Tahun 2017-202 | (Balam Rupiah)
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mbar 1.1 Pajak Hotel Provins D.T ¥¢

| Gambar 1.1 menjelaskan bahwa penerimain pa el pada tahun 2017-

sektor pariwisata di daeraly tersebut dimana setiap tabiumnya meningkat kemudian
mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Kab.
Bantul, Kab. Gunungkidul dan Kab. Kulonprogo pendapatan pajak hotel relatif
keil dari tahun 2017-2021 penurunan pendapatan asli dserah sendiri diakibatkan
karena kurangnya penerimaan dari sektor pariwisata pada Kab. Bamtul sedikit

meningkal pada tahun 2008-2019 kemudian turun tahun 2020 karena pandemi



Cowvid-19 yang menghambat banyak sektor ekonomi nasional. Akibat menurunya
pada Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, dan Kab. Kulonprogo kurangnya pengunjung
hotel karena para wisatawan lebih memilih menginap di hotel Kota Yogyakarta.
Sehingga yang terkena dampaknya tiga Kabupaten/kota mengalami penurunan
pendapatan pajak hotel dan mendorong pemerintsh untuk mencari jalan alternatif

pendidikan, rumah sakit. serta kebutuhan lainya (Maspupah, 2022). Pajak restoran
juga menjadi sumber pendapatan ash daersh di Provinsi D.I Yogyakarta yang dapat
dilihat gambar dibawzh ini.



Pajak Restoran Provinsi DL Yogyakarta di Lima
Kabupaten'kota Tahun 2017-2021(Datam Rupiah)
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pendapatan asli dacrah yang ola secarn optimal. Hal ini
disebabkan semakin tinggi penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi
penerimaan pajak daerah, dimana pertumbuhan pajak daerah juga mempengaruhi
pertumbuhan pendapatan asli dacrah ( Astriwati, 2021).



Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan Undang- Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Hiburan
merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan. permainan. dan/atau keramaian
yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Hiburan yung dimaksudkan meliputi
pegelaran kesenian, musik, tari, klab malafigsirkus, sulap, permainan bilyar, panti
pijat/refleksi, mandifiplspa dunsusat kebugarii-serta pertandingan olahraga.
mainan golfy bowling. pacuan kuda,
dari- ProVinsi D.I Yogyakarta
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Sumber: Dataku, Bappeda D.1 Yogvakarta, 2021
Gambar 1.3 Pajak Hiburan Provinsi D1 Yogvakarta




Gambar 1.3 diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan dari lima
kabupaten/kota setiap tahunnya mengalami fluktuatif, pada tahun 2017-2019 Kab.
Sleman dan Kots Yogyakarta pendapatan pajak hiburan meningkat setiap tahun,
pada tahun 2020 dan 2021 turun karena diakibatkan pandemi Covid-19
mengakibatkan seluruh aktivitas hiburang@itutup (lockdown). Pada Kab. Bantul,
Kab. Gunungkidul, dan Kab Kuleprogo setiap taliun pendapatan pajak hiburan
kecil, akibat pendaputan hibur 1 1 daya tank dari

kecil. Secara
| pengunjung destinasi
i, 2021),
s s mmmhﬁm?wdﬂmkm
dang No. 28 Talun 2009 tentang pujak daerah dan getribusi
si daerah bersifat ekonomis, yaitu adanya imbala

persyaratan tertentu namun tidak wajib bagi semua warga negara.

Retribusi daerak

maka secara otomatis 4 Sl e
Yogyakarta sehingga pemerintah harus memberikan jasa-jasa kepada masyarakat
supaya masyarakat menikmati fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah
maka demikian masyarakat akan berkembang dengan baik dapat dilibat gambar di
bawah:



Retribusi Daerah Provinsi D.1 Yogyakarta di Lima
Kabupaten'kota Talun 2017-2021 (Dalam Rupiah)

4162500000
34,448,673, 000
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peranan pajak daerah terhadap total pendapatan utama daerah sangat penting {Rudi,
2017).

Undang-Undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-1Undang No. 28

Tahun 2009 tentang pajak daerah dam retribusi daerah. Dalam Undang-Undang



yang baru ini dilakukan perluasan terhadap beberapa ohjek retribusi dan
penambahan jenis retribusi. [zin gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan
dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya

ganguan ketertiban, keselamatan, atau kesehutan umum. Memelihar ketertiban

lingkungan dan memenuhi norma

untuk masyarakat misalnya dalam sektor pendidikan, keschatan, pertanian, dan
lain-lain.
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi tertua kedua di Indonesia

yang memiliki status sebagai daerah istimewa. Dengan keistimewaannya,



Pemerintah Provinsi DL Yogyakarta memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintshannya dibawah pengawasan pemerintah pusat
Keistimewaan ini memberikan nilai tambah positif berupa stabilitas politik dan
pemerintahan sehingga cukup menjanjikan bagi para investor. Masyarakat Provinsi
D.1 Yogyakarta dikenal ramah dan memegiang teguh adat istiadat jawa, ditambah

Penelition sebelumnya vang dilskukan oleh Willy (2020), mengenai
pengarub pajak hotel. pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota
Bandung dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil
penelitianya menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pendapatan ashi doerah di Kota Bandung. Pajak restoran berpenganih
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positif dan signifikan terhadap pendapatan asli doserah di Kota Bandung.
Selanjutnya. penelitian mengenai pengaruh pajok hotel. pajak restoran. pajak
hiburan, pajak reklame terhadap pendapatan asli daersh dengan menggunakan
metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitianya adalah pajak hotel
berpengaruh positif dan signifikan terhadépendapatan ash daerah di Kabupaten
Pati. Pajak Restorundberpengarub positif dan signifikan terhadap pendupatan asli
dacrah di Kabupaen Paiif Pajak hibuin mcnyatikan Bépengaruh positif dan

SigniRSISeT hod g EERERE e e ah di K Pajak reklome
wr ] signifikan ”"

Pati. (Pujihastuti, 2016).

lﬂﬂiﬂ.ﬂ.ﬂp | 1-,,,I o 1 ik

hotel, pajak restoran dan pajak hibur

asli daer

Pajak restoran, pajak hibusan:ben _ v pendapatan asli
daerah. Penelitian aleh Murmisars (2018 kontribusi pajak hotel. pajak
restoran, pajak hiburan terhadap pendapatan ssli daerah di Kabupaten Tulungagung
dengan menggunskan metode analisis regresi linier berganda. Hasil Penelitianya
pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli deerah

Kabupaten Tulungagung. Pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan



terhadap pendapatan asli daersh di Kabupaten Tulungagung. Pajak hiburan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten
Tulungagung.

Penelitian oleh Mulyani (2022), analisis pendapatan asli daerah Kabupaten
Majalengka berdasarkan pajak hiburan,gifjak restoran dan pajak hotel dengan

metode analisis regresi linier bergl Hasil penelitionyn adaloh Pajak hiburan

herpengarub positif dan signifikan & y pendapatun asli'daerah, pajak restoran

ifikan terhadap pendspatan asli dacrah, pajak

emiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

penelitian Damayanti {2020), pengaril
R pejuk proemane jaim keehadep pendapeiy

yang berasal dan pajak
dapat dipengaruhi oleh beberapa kondisi suatu daerah sehingga diperiukan adanya
kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui potensi yang
dimiliki oleh daerah tersebut, pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta

rendah sehingga pemerintah harus mengelola pajak daerah karena pajak tersebut
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merupakn sumber pendapatan pemerintah pajak tersebut dipergunakan membiayai
kebutuhan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Provinsi DI
Yogyakarta harus mengali potensi-potensi yang ada di daershnya guna untuk
mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, penelitian ini
meneliti mengenai pajak hotel, pajak residfan, pajak hiburan dan retribusi daerah

D1 ¥Yogyakarta tahun 2010-2021.

Testoran, pajak hiburan dan
pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:
|. Bagaimana pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan ash dserah di
Provinsi DI Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan ashi daerah di
Provinsi D.1 Yogyakarta?



3. Bagaimana pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di
Provinsi D.1 Yogyakarta?

4, Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di
Provinsi D.I Yogyakarta?

oran, pajok hiburan dan retribusi
1 terhadap pendapatan asli

retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan
asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta.



1.4. Manfaat Penellilan

|. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam memperkaya pengetahuan

mengenai pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi daersh dan

pendapatan asli dacrah khususnya di Progisi Yogyakarta di § kabupaten/kota

pendapatan asli daersh khususnya di Provinsi Yogyakarta di 5 kabupaten/kota
yang dapat dimanfaatkan oleh mahastswa atau peneliti selanjutnya



L.5. Sistematika Bab
Sistematika bab menjelaskan sistematika penulisan yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu sehagai berikut:
BAB [ PENDAHULUAN
Dalam bab ini menguraikan latar

k. analisis data.
JAB [V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

hastl amalizis data dan pembahasan
penelitian yang lelah dilakukan. Serta saran yang dapat berguna dan dapat
membantu masyarakat, pemerintah dan peneliti selanjutnya dimasa yang akan
datang.
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